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SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BANJARNEGARA,

bahwa dengan  diterbitkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana
Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian
Dana Desa Setiap Desa, perlu mengatur tata cara
pembagian dan penetapan besaran dana desa di setiap
desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun
2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang Perubahan Kedua Atas Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1970);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 478);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 99);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor S55)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atasa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
Nomor 40) ;

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
Nomor 104);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

w N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana desa yang akan diterima oleh
setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara
nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan
tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.



16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
bank yang ditetapkan.

17. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II
SUMBER DANA DESA

Pasal 2

(1) Dana Desa bersumber dari APBN.
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui APBD
untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018,

dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar;

b. alokasi afirmasi; dan

c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107
Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Angaran 2018.

Pasal 5

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.



Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota
Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk
Desa di Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total
penduduk miskin desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah
desa di Daerah.

z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa di Daerah.

AF Kab/Kota Alokasi Formula di Daerah.

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran
2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara transfer atau
pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Transfer atau pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga
bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);

b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per
seratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disusun mengacu
pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa serta dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi Penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya.



(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi Penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II.

Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus)
dari Dana Desa yang diterima di RKD dan rata-rata capaian output paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung
berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh
kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan = pemberdayaan
masyarakat.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu
pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang
dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal,
dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari
masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.



(3)

(4)
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(3)

Dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan pelayanan, Bupati
mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dan/atau kegiatan yang
sifatnya mendesak.

Pasal 14

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan
Dana Desa.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
APBD.

Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
terkait.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 15

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

Dana Desa yang diterima oleh Desa, dikelola dengan menggunakan prinsip
demokratis, transparansi dan akuntabilitas.

Dana Desa yang diterima oleh Desa setiap tahunnya, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan
dalam APBDesa pada tahun yang bersangkutan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan

laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap

kepada Bupati u.p Kepala Perangkat Daerah yang menangani utusan

pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas :

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

b.laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II tahun berjalan.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.



(4)
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Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan
paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas batas
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output
kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada
aplikasi software.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 17

Bendahara Desa selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya
wajib menyampaikan laporan rekapitulasi atas pemotongan dan
penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara semesteran kepada Bupati u.p. Kepala Perangkat Daerah yang
menangani urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan
desa, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk
semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
bulan Desember untuk semester kedua.

Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari
30% (tiga puluh perseratus); dan

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas
fungsional daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun

anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya.

Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar

dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran

Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran

berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih

besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang

ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan

menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

(3)

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan
oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau
telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 19

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf a telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau
sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke
RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa.
Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar
dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran
berikutnya.
Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu
pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari
Rekening Kas Umum Negara ke RKUD kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua
bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

Dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat
sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus), Bupati
melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa.

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran
Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 26)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 20
Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 26), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.
Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 23-1-2018
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 23-1-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Cap ttd,

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 8

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,
SOLEMAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
salah satu sumber pendapatan Desa adalah bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Dana Desa.
Sumber pendapatan Desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai
seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa yang mencakup
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan
dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan ke Desa
dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana
Desa kepada Daerah sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel
jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot
tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks
kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa
Daerah, Bupati mengalokasikan Dana Desa ke setiap desa. Bupati
berwenang untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis
Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik
daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor
ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.
Dalam menentukan besaran Dana Desa yang akan diterimakan kesetiap
Desa menggunakan asas pemerataan dan keadilan atau proporsional
dengan menggunakan rumus penghitungan tertentu berdasarkan variabel
sebagaimana dimaksud.

Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa
lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Namun demikian
jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan belum signifikan
dibandingkan jumlah dana yang mengalir ke desa sehingga perlu
reformulasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari
pembagian/alokasi, penggunaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Hal ini
dimaksudkan untuk mendukung akselerasi petumbuhan ekonomi yang
inklusif, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan dan
pengurangan kesenjangan.

Reformulasi kebijakan pengelolaan dana desa, didasarkan pada
evaluasi pelaksanaan dana desa antara lain :

- Distribusi Dana Desa perkapita antar desa belum mencerminkan rasa
keadilan dan kurang berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan.



- Penyerapan dan pelaksanaan Dana Desa masih lambat, ini
menyebabkan dana desa tidak terserap semua.

- Prioritas penggunaan Dana Daesa belum focus pada pengentasan
kemiskinan.

- Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya fokus pada prinsip swakelola
penggunaan bahan baku local dan penyerapan tenaga kerja.

- Pelaporan kegiatan dana desa masih banyak yang terlambat atau belum
sesuai ketentuan.

- Pertanggungjawaban dana desa belum disertai data dukung yang
memadai dan penyetoran pajak sesuai aturan.

- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah mereformulasi
pengelolaan dana desa sebagai berikut :

1. Dana desa difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan
kesenjangan pelayanan publik antar desa serta pemberian afirmasi bagi
desa sangat tertinggal/desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin
tinggi, sehingga reformulasi penghitungan Dana Desa sebagai berikut :

- Alokasi Dasar sebesar 77 %

- Alokasi afirmasi diberikan untuk desa tertinggal/sangat tertinggal
sebesar 3 %.

- Alokasi formula sebesar 20 %, dihitung dengan bobot variabel Jumlah
Penduduk 10 %, Jumlah Penduduk Miskin 50 %, Luas Wilayah 15 %,
Indeks Kesulitan Geografis 25 %)

2. Penyaluran Dana Desa tetap berbasis kinerja berdasarkan penyerapan
anggaran dan capaian output.

3. Penajaman prioritas disesuaikan dengan kebutuhan desa dalam upaya
pengentasan kemiskinan.

4. Dalam pelaksanaan pembangunan yang didanai Dana Desa dengan
prinsip swakelola dengan penggunaan bahan baku lokal dan penyerapan
tenaga kerja sebanyak mungkin.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib,
transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota
diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan
penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa
tidak/terlambat disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan Daerah juga
dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila
penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana
Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi
penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Hadirnya Dana Desa bagi Desa diharapkan dapat mengoptimalkan
peranan Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang
berhubungan langsung dengan masyarakat desa dalam pelaksanaan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan
kemasyarakatan desa menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
desa.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Demokratis, transparansi dan
akuntabilitas” adalah memberikan kewenangan dan
keterbukaan secara proporsional kepada masyarakat untuk
mengambil keputusan secara mandiri atas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas permasalahan serta seluruh kegiatan
harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis
dan secara hukum.

Ayat (3)

Pasal 16

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud terdapat sisa dana di RKD lebih dari 30 %
(tiga puluh perseratus) adalah dihitung dari Dana Desa yang
diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah
dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN
2018
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP...........cooooll. TAHUN ANGGARAN............
PEMERINTAH DESA.....................
KECAMATAN...........oooeeiis KABUPATEN BANJARNEGARA
Pagu Desa Rp. .................
URAIAN VOLUME CARA REALISAS SISA % CAPAIAN | DURAS UPAH KET
NO URAIAN OUTPUT OUTPUT PENGADAAN ANGGARAN I OUTPUT I (HARIJ) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10
1. PENDAPATAN

>—‘>—‘;-IN

NN
N —

Pendapatan Transfer

Dana Desa

- TAHAP PERTAMA

- TAHAP KEDUA

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA BANTUAN KE DESA A
Bidang Penyelengaraan Pemerintahan
Kegiatan......c.ccocoveveiiiiininiininen..




2.2 Bidang Pembangunan Desa
2.2.1 Kegiatan.........cocoveveiiiieninininnnn..
2.2.2 [ dStiiiii
2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.3.1 Kegiatan.......coocoeevieeiieniiinninininnennt,
2.3.2 [ dSteiii e
2.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
24.1 Kegiatan.......coooveviieiiiiininiiiinnnennee.
2.4.2 [ dSteiii
2.5 Bidang Tek Terduga
2.5.1 Kegiatan......c.coocovuieiiiiiiniiiiiinnenn,
2.5.2 [ dStiiiiii
JUMLAH BELANJA

3. PEMBIAYAAN
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
3.1.2 | Penyertaan Modal Desa

- Modal Awal
- Pengembangan Usaha

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH
(PENDAPATAN-BELANJA-
PEMBIAYAAN)




Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
BENDAHARA DESA................. KEPALADESA......ccoooiiieinenn,
T ) )

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

BUDHI SARWONO




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN
2018

LAPORAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK DANA DESA
SEMESTER........ TAHUN ANGGARAN............

KECAMATAN.......cvvvvenn. KABUPATEN BANJARNEGARA
NO JENIS PAJAK PEMOTONGAN PENYETORAN SISA KET
S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI

1 2 3 4 5=(3+4) 6 7 8=(6+7) 9=(5-8) 10
1. | PPh Pasal 21

2. | PPh Pasal 22

3. | PPh Pasal 23

4. | PPN

5. | PPh Final Pasal

4 Ayat (2)

BENDAHARA DESA

.....

............

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA........cooiviinntn

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

BUDHI SARWONO




